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ABSTRACT 

 Land acquisition for the Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road is 

part of public infrastructure development aimed at improving regional connectivity. 

The implementation of land acquisition through compensation is expected to ensure 

fairness for affected communities. However, in practice, various community 

responses have emerged regarding both the process and outcomes of compensation. 

This study aims to examine the responses of compensation recipients, analyze the 

factors influencing those responses, and identify the obstacles and possible 

solutions in the implementation of land acquisition compensation in 

Ambarketawang Village, Gamping District, Sleman Regency. This research 

employed a qualitative method using a case study approach. Informants were 

selected through purposive sampling and consisted of compensation recipients, 

officials of the Sleman Land Office, Ambarketawang Village authorities, and other 

parties involved in the land acquisition process. Data were collected through 

interviews, observations, documentation, and literature review, then analyzed using 

data reduction, data display, and conclusion drawing techniques.  

 The findings indicate that community responses consisted of positive, 

negative, and ambivalent responses, while no neutral response was identified. 

These responses were influenced by the transparency of information and 

communication, public participation, the proportionality of compensation, and 

legal and institutional capacity, with the proportionality of compensation emerging 

as the most influential factor. The main obstacles included delays in compensation 

payments, weak communication and responsiveness of officers, staff rotation during 

the process, delayed handling of formal objections, and inaccuracies in initial data 

collection. Therefore, greater transparency, stronger communication, faster 

administrative processes, and improved service quality are required to ensure that 

future land acquisition is more equitable, participatory, and socially acceptable.  

Keywords: community response, compensation, land acquisition, toll road, 

distributive justice. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu wilayah yang 

terdampak langsung pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-

Yogyakarta-NYIA Kulon Progo. Sebagian masyarakat di sana mengalami 

pelepasan hak atas tanah yang mereka miliki, baik berupa lahan pertanian, 

pekarangan, maupun hunian yang menjadi sumber penghidupan dan 

identitas sosial mereka. Proses pelepasan hak tersebut menimbulkan 

berbagai respons di masyarakat. Sebagian masyarakat menerima Ganti rugi 

dengan lapang dada karena memahami urgensi dari pembangunan. Namun, 

tidak sedikit pula masyarakat yang merasa keberatan karena ketidakpuasaan 

terhadap nila ganti rugi, proses yang dianggap kurang jelas, maupun efek 

sosial-ekonomi yang akan ditimbulkan dianggap tidak sebanding dengan 

pengorbanan yang telah mereka lakukan. Fenomena di Kalurahan 

Ambarketawang layak diteliti karena respons yang hadir di masyarakat  

adalah kondisi yang kompleks dan tidak bisa dipetakan sebatas kategori 

penerimaan atau penolakan.  Kondisi serupa berpotensi terjadi pula di 

Kalurahan Ambarketawang, namun hingga  saat ini belum ada penelitian 

yang secara khusus meneliti pengalaman subjektif masyarakat di wilayah 

tersebut. 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen 

penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum, negara memiliki kewenangan untuk 

memperoleh lahan yang diperlukan dengan memberikan ganti rugi yang 

layak dan adil kepada pihak yang berhak. Prinsip keadilan, transparansi, dan 

penghormatan terhadap hak masyarakat menjadi landasan normatif yang 
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seharusnya mewarnai setiap tahap proses pengadaan tanah, mulai dari 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Namun 

sebagaimana ditegaskan oleh Suhartoyo dan Madani (2021), pelaksanaan di 

lapangan kerap menemui hambatan, penilaian ganti rugi yang tidak 

konsisten, kurangnya komunikasi antara aparat dan masyarakat, serta 

mekanisme konsinyasi yang justru memperburuk relasi sosial antara 

pemerintah dan masyarakat terdampak. 

Pemerintah menetapkan Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA 

Kulon Progo sebagai salah satu agenda strategis untuk memperkuat 

konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa. Penguatan konektivitas ini 

bertujuan untuk mempermudah distribusi barang dan jasa, serta untuk 

mendukung ekonomi lokal. Proyek ini termasuk ke dalam Proyek Strategis 

Nasional (PSN) yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, 

pusat, daerah, badan usaha jalan tol, serta masyarakat. Proyek ini 

menawarkan manfaat jangka panjang yang diakui secara luas, tetapi dalam 

pelaksanaannya sering kali menimbulkan permasalahan, seperti apakah 

ganti rugi yang diterima oleh masyarakat adil dan mencerminkan keadilan 

distributif atau hanya sekadar pemenuhan prosedur secara administratif. 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 yang menjadi pelaksana 

Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat mekanisme pengadaan tanah 

yang lebih efisien dan transparan, tetapi tantangan dalam pelaksanaannya 

masih membutuhkan perhatian khusus yang tidak boleh diabaikan. 

Sebagian besar penelitian mengenai pengadaan tanah di Indonesia 

masih berfokus pada aspek hukum secara administratif serta ekonomi. 

Misalnya, mekanisme penetapan ganti kerugian, efektivitas sosialisasi, atau 

kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hanya beberapa dan masih tergolong 

sedikit yang meneliti bagaimana masyarakat dalam memahami, merasakan, 

serta memaknai pelaksanaan pengadaan tanah yang mereka jalani. 

Keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah  semestinya tidak hanya diukur 

dari selesainya tahapan administratif, tetapi juga dari penerimaan sosial dan 

rasa adil dari masyarakat terdampak. Penelitian oleh Nayoan dan Prasetyo 
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(2020) menemukan bahwa keterlibatan aktif masyarakat di setiap tahapan 

pengadaan tanah merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan 

program tanpa menyisakan konflik. Suryaningrum dkk. (2022) 

mengingatkan bahwa mekanisme konsinyasi yang dilakukan tanpa 

komunikasi yang memadai justru dapat memperlebar jarak antara 

pemerintah dan masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan yang 

berdampak jangka panjang. 

Penelitian ini hadir untuk menjawab kekurangan tersebut dengan 

meneliti secara mendalam bagaimana respons masyarakat penerima ganti 

rugi di Kalurahan Ambarketawang terbentuk dan berkembang. Pendekatan 

kualitatif dipilih bukan untuk menghindari kerumitan, tetapi untuk menggali 

kedalaman pengalaman pribadi secara subjektif yang tidak dapat dirangkai 

dalam angka atau statistik.  Metode pendekatan kualitatif ini memberikan 

kesempatan untuk peneliti dalam menjelaskan realitas sosial seperi yang 

dialami oleh masyarakat terdampak, menemukan pola makna di balik 

berbagai respon, dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi respons masyarakat dalam 

pengadaaan tanah ini. Hasil penelitian ini tidak bertujuan untuk 

digeneralisasikan secara luas, melainkan untuk memberikan gambaran yang 

mendalam dapat menjadi inspirasi bagi pengambil kebijkan maupun 

penelitian yang serupa di daerah lain. 

Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi 

atau perubahan yang lebih menyeluruh. Pembangunan infrastrukturr 

seharusnya tidak hanya memberikan manfaat secara fisik dan ekonomi 

dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat positif secara sosial, 

kultural, dan ekologis bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Respons 

Masyarakat Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah 

Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (Studi 

Kasus Seksi 3 Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, 

Kabupaten Sleman)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-

Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang masih 

menghadapi” berbagai permasalahan. Sehingga rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap ganti rugi pengadaan tanah 

untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di 

Kalurahan Ambarketawang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi respon masyarakat dalam 

menerima atau menolak ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan 

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan 

Ambarketawang? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi 

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA 

Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang, dan bagaimana solusinya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah di atas, 

yaitu untuk: 

1. Mengetahui respon masyarakat terhadap ganti rugi pengadaan tanah 

untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo 

di Kalurahan Ambarketawang, baik dalam bentuk penerimaan, 

penolakan, maupun sikap adaptif yang muncul selama proses 

pengadaan tanah berlangsung. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi respon 

masyarakat dalam menerima atau menolak ganti rugi pengadaan 

tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon 

Progo di Kalurahan Ambarketawang. 
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3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti 

rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-

Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang, serta 

solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. 

Selain untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi, 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis 

sebagai berikut: 

1. Teoretis 

a. Memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai respons masyarakat terhadap 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur 

publik, khususnya proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA 

Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang. 

b. Menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang membahas tentang dinamika sosial, ekonomi, 

dan budaya masyarakat dalam proses pengadaan tanah serta 

kebijakan ganti rugi yang diterapkan pemerintah. 

2. Praktis 

a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam memahami 

proses pengadaan tanah dan berbagai respons masyarakat 

penerima ganti rugi, serta mengasah kemampuan analisis 

terhadap permasalahan sosial yang timbul akibat pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur. 

b. Dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pengadaan 

tanah yang lebih transparan, adil, dan partisipatif, serta 

memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 

terdampak agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif 

dan harmonis. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai respons masyarakat 

penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol 

Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang, 

Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Respons masyarakat terhadap pemberian ganti rugi tidak bersifat 

seragam. Penelitian menemukan adanya tiga bentuk respons, yaitu 

respons positif, respons negatif, dan respons ambivalen, sedangkan 

respons netral tidak ditemukan. Masyarakat yang memberikan respons 

positif menilai bahwa pembangunan jalan tol merupakan kepentingan 

umum dan menerima ganti rugi sebagai konsekuensi dari pembangunan 

tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang memberikan respons negatif 

merasa nilai ganti rugi belum mampu menggantikan kerugian yang 

dialami, baik secara ekonomi maupun sosial. Sementara itu, respons 

ambivalen menunjukkan bahwa masyarakat secara administratif 

menerima ganti rugi dan melepaskan hak atas tanah, tetapi secara 

emosional masih menyimpan rasa kehilangan, kekecewaan, atau 

ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil yang diterima. Temuan ini 

menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pengadaan tanah 

tidak dapat dipahami hanya melalui dikotomi menerima atau menolak, 

melainkan dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi masing-masing 

individu terhadap proses pengadaan tanah.  

2. Respons masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling 

berkaitan, yaitu transparansi informasi dan komunikasi, partisipasi 

masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah, proporsionalitas 
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nilai ganti rugi, serta aspek legalitas dan kapasitas kelembagaan. Dari 

seluruh faktor tersebut, proporsionalitas nilai ganti rugi menjadi faktor 

yang paling dominan dalam membentuk respons masyarakat. Penilaian 

masyarakat terhadap keadilan tidak hanya didasarkan pada besarnya 

nominal ganti rugi, tetapi juga pada kesesuaian nilai tersebut dengan 

kondisi tanah, bangunan, tanaman, sumber penghidupan, serta dampak 

sosial yang mereka rasakan. Semakin tinggi persepsi masyarakat 

terhadap keadilan dalam proses maupun hasil pemberian ganti rugi, 

semakin besar kecenderungan masyarakat memberikan respons yang 

positif.  

3. Pelaksanaan pemberian ganti rugi masih menghadapi sejumlah kendala 

yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan 

tanah. Kendala tersebut meliputi keterlambatan pembayaran ganti rugi, 

lemahnya komunikasi dan responsivitas petugas, rotasi pegawai selama 

proses berlangsung, sanggahan masyarakat yang tidak memperoleh 

tindak lanjut secara tepat waktu, serta kesalahan pada pendataan awal 

objek pengadaan tanah. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa 

keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya 

ketentuan administratif, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, koordinasi 

antarlembaga, serta kemampuan penyelenggara dalam membangun 

komunikasi yang terbuka, konsisten, dan responsif kepada masyarakat.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan instansi pelaksana 

pengadaan tanah, perlu meningkatkan transparansi informasi sejak 

tahap awal pengadaan tanah melalui penyampaian informasi yang jelas, 

mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat terdampak. 

Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas komunikasi antara petugas 
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dan masyarakat agar setiap pertanyaan, keberatan, maupun sanggahan 

dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. 

2. Bagi instansi yang memerlukan tanah serta pihak-pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah, perlu memperkuat koordinasi 

antarinstansi sehingga proses administrasi, penilaian, pembayaran ganti 

rugi, serta penyelesaian permasalahan di lapangan dapat dilakukan 

secara lebih efektif. Rotasi pegawai yang terjadi selama proses 

berlangsung juga sebaiknya disertai mekanisme serah terima pekerjaan 

yang jelas agar tidak menghambat penyelesaian hak-hak masyarakat. 

Dalam proses penentuan nilai ganti rugi, aspek keadilan perlu lebih 

diperhatikan dengan mempertimbangkan tidak hanya nilai ekonomi 

tanah, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan keberlangsungan 

kehidupan masyarakat setelah pelepasan hak atas tanah. Pendekatan 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan masyarakat 

terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. 

3. Bagi masyarakat, diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam setiap 

tahapan pengadaan tanah dengan memanfaatkan forum konsultasi 

publik, musyawarah, maupun mekanisme penyampaian keberatan yang 

telah disediakan sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan 

secara lebih optimal. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan 

membandingkan respons masyarakat pada wilayah lain yang terdampak 

pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo atau 

proyek pengadaan tanah lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat 

mengkaji kondisi sosial-ekonomi masyarakat setelah menerima ganti 

rugi sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

dampak jangka panjang pelaksanaan pengadaan tanah terhadap 

kesejahteraan masyarakat.  
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